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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui modus operandi tindak pidana
korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilifalago di Kabupaten Nias
Selatan dan mengetahui status Kepala Desa dijadikan atau tidak oleh hakim
sebagai dasar pertimbangan untuk meperberat hukuman.

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian
yang dilakukan dengan mencari data baik dari buku ilmiah, jurnal maupun
peraturan  perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas. Analisis data yang digunakan secara kualitatif
yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode
berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh terdakwa TBH selaku Kepala Desa Hilifalago di
Kabupaten Nias Selatan merupakan penyalahgunaan kewenangan, mulai dari
penarikan dana desa di Bank, menyimpan sendiri dana desa, menggunakan
anggaran dana desa, membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar (mark
up) dan mengambil alih semua peran, fungsi serta tugas perangkat desa yang lain.
Hakim dalam Putusan MA Nomor : 2113/K.Pid.Sus/2019, dengan jelas telah
mempertimbangkan bahwa status terdakwa TBH selaku Kepala Desa merupakan
pegawai negeri menurut UU PTP Korupsi, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan
untuk memperberat hukuman, dan akhirnya terdakwa TBH dijatuhi pidana penjara
3 (tiga) tahun dari ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 tahun.

Kata Kunci: Modus Operandi, Korupsi, Dana Desa.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
** Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.



OPERANDY MODE OF CRIMINAL ACTION VILLAGE FUND

CORRUPTION IN SOUTH NIAS DISTRICT
(Case Study of Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2019)

By:

Klara Deslinar Sarumaha*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the modus operandi of the
village fund corruption crime committed by the Hilifalago Village Head in South
Nias Regency and to know the status of the Village Head was made or not by the
judge as a basis for consideration for the severity of the sentence.

In this study the data used are secondary data. Secondary data collection is
carried out through documentation studies, namely research carried out by
searching for data both from scientific books, journals and legislation, especially
those related to the issues discussed. The analysis of data used was juridical
qualitative, while the conclusion was drawn using deductive thinking method.

The results of this study indicate that the modus operandi of corruption
committed by the defendant TBH as the Head of Hilifalago Village in South Nias
Regency is an abuse of authority, starting from withdrawing village funds at the
bank, saving village funds by yourself, using the village fund budget, making a
draft budget in at the market price (mark up) and take over all the roles, functions
and duties of other village officials. The judge in the Supreme Court Decision
Number: 2113/K.Pid.Sus/2019, clearly considered that the status of the defendant
TBH as the Village Head was a civil servant according to the Corruption Law, but
was not used as an excuse to increase the sentence, and finally the defendant TBH
was sentenced to imprisonment of 3 (three) years from the threat of imprisonment
for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 years.

Keywords: Operandy Mode, Corruption, Village Fund.

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatera.
** Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatera.
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